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BAB IV 

PENUTUP 

    

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab III, dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pengangkatan kepala desa di Kabupaten Merangin 

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pedoman Dan Tata Cara Pencalon, Pemilihan, 

Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa dan 

juga Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pemilihan Kepala Desa Serentak. Yang mana pemilihan 

kepala desa dilaksanakan secara bertahap, proses pengangkatan 

kepala desa yaitu melalui tahapan persiapan, pencalonan, 

pemungutan suara dan hasil akhir berupa penetapan oleh Bupati, dari 

hasil penelitian diketahui bahwa Secara prosedural, pelaksanaan 

pemilihan kepala desa telah sepenuhnya mempedomani pada 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati namun terdapat beberapa 

laporan kecurangan dalam pemilihan Kepala Desa tersebut yakni 

Desa Bukit Batu dan Desa Seling. 

2. Walaupun terdapat dua gugat yang berbeda yang pertama yang 

digugat Keputusan Bupati Merangin dan yang kedua Keputusan 

BPD, berdasarkan hal tersebut keberlakuan Keputusan Bupati 

Merangin Nomor 703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Kepala 
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Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten 

Merangin Periode 2017-2023, tersebut tetap sah walaupun adanya 

pelanggaran dalam tahapan pemilihan kepala desa akan tetapi parah 

pihak tidak menyampaikan keberatan terkait pelanggaran dalam 

setiap tahapan pemilihan kepala desa tersebut, berdasarkan hal 

tersebut maka untuk Desa Bukit Batu tidak ada penundaan 

pelaksanaan Keputusan Bupati Merangin dan untuk desa Seling 

Bupati Merangin tidak melantik Kepala Desa terpilih sampai adanya 

keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan BPD 

tersebut. 

B. Saran 

ke Agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat terselenggar secara 

demokratis dan tidak menimbulkan gugatan ke PTUN pasca penghitungan 

suara, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran adapun yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Merangin dalam hal ini Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, hendaknya melakukan sosialisasi Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati terlebih dahulu baik kepada BPD, 

Pemerintahan Desa dan Masyarakat sebelum pemilihan kepala desa 

dilaksanakan. 

2. Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Merangin, hendaknya tetap melakukan pengawasan pada setiap 

tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga dapat segera 

diselesaikan sehingga tidak akan dijadikan dasar bagi para pihak 

untuk mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara.  


